


KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah 

dan ramat-Nya, Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) Triwulan IV Politeknik Ahli Usaha Perikanan ini dapat berjalan dengan 

baik dan lancar. Laporan SPIP ini disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Politeknik AUP atas kegitan SPIP yang telah 

dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022 dengan mengacu kepada 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri 

KElautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk 

mendukung terselenggaranya Good Corporate Government (GCG) yang 

merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan tercapainya tujuan organisasi 

sehingg diperlukan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, oleh karena 

itu penyusunan SPIP pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 merupakan salah 

satu sarana untuk memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian 

kegiatan agar menjadi langkah perbaikan yang berkesinambungan. 

 

 Kami menyadari bahwa Laporan SPIP Triwulan IV Politeknik AUP 

Tahun Anggaran 2022 ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga  

mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan 

pertimbangan untuk menyusun SPIP Politeknik AUP di waktu yang akan 

datang. 

 

 Jakarta,         Januari 2023 

Politeknik Ahli Usaha Perikanan 

Direktur, 

 

 

 

 

Dr. Muhammad Hery Riyadi Alauddin, S.Pi., M.Si. 



RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Dalam rangka pencapaian target pengelolaan keuangan negara yang 

efektif, efisien dan akuntabel, mulai dari Satuan Kerja (Satker) Unit Eselon II, 

Eselon I dan tingkat kementerian/Lembaga, dari pimpinan sampai tingkat 

pelaksana wajib melakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 

atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas kegiatan 

pemerintah dilingkungan ementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan 

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Tahun 2022 

Triwulan IV, Satker Politeknik AUP telah melakukan perbaikan dalam 

pelaksanaan SPIP dari tahun sebelumnya. Politeknik AUP telah melaksanakan 

SPIP sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan dan sasaran 

organisasi, output dan outcome, serta target indikator kinerja baik Indikator 

Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dapat tercapai. 

 Dalam penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2022, Satker 

Politeknik AUP telah mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, serta 

menangani berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi, output dan outcome, serta target indikator kinerja baik 

Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), 

meliputi: 

➢ Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat; 

➢ Sarana Bidang Pendidikan; 

➢ Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

➢ Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan; 

➢ Layanan Umum; 

➢ Layanan Perkantoran; 

➢ Layanan Manajemen Keuangan. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memerlukan suatu 

strategi dan perencanaan untuk mengarahkan efektivitas 

pengembangannya. SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang 

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, sedangkan SPI adalah proses integral pada tindakan 

dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan.  

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan suatu 

sistem pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk 

mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan 

dan akuntabel. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai 

bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.  

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, efisien, 

akuntabel, dan transparan, khususnya di lingkungan Satuan Kerja Politeknik 

Ahli Usaha Perikanan (AUP), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dapat 

terwujud apabila seluruh pimpinan dan pegawai mempunyai komitmen yang 

kuat dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan 

kegiatan pada masing-masing bidang/bagian. Penyelenggaraan kegiatan, 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan 

pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif, 

dan efisien. Untuk mendukung terselenggaranya sistem pengendalian 



intern di lingkungan Satuan Kerja Politeknik AUP, secara berkelanjutan 

maka diperlukan adanya peningkatan penerapan pengendalian intern 

secara sistematis, masif, dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang 

lebih maksimal. 

 

B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup laporan penyelenggaraan SPIP ini meliputi 

pelaksanaan penyelenggaraan dan penerapan SPIP Satker Politeknik AUP 

yaitu meliputi gambaran umum penyelenggaraan SPIP, strategi 

penyelenggaraan SPIP meliputi pengendalian rutin, pengendalian berkala 

dan pengendalian manajemen risiko dilingkungan Satker Politeknik AUP 

antara lain: 

➢ Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 

➢ Sarana Bidang Pendidikan 

➢ Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

➢ Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan 

➢ Layanan Umum 

➢ Layanan Perkantoran 

➢ Layanan Manajemen Keuangan 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2022 Satker Polteknik AUP ini 

disusun sebagai upaya untuk memberi gambaran dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan dan penerapan SPIP Satker Polteknik AUP sesuai 

dengan karakteristik organisasi instansi serta sesuai dengan PP 60 Tahun 

2008.   Dengan   laporan   SPIP   ini, diharapkan   dapat   untuk mengukur 

progress penyelenggaraan, mengevaluasi keberhasilan pengembangan dan 

peningkatan penerapan pengendalian intern secara sistematis, masif, dan 

terstruktur untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal untuk mencapai 

tujuan organisasinya. 

  



BAB II 

DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP POLITEKNIK AUP 

 

A. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP 

Dalam tahap Penyelenggaraan terdapat enam parameter yang 

dipantau yaitu Penyusunan Grand Design SPIP, Penguatan Lingkungan 

Pengendalian, Penilaian Risiko (Identifikasi dan Analisis Risiko), 

Penyelenggaraan Aktivitas Pengendalian, Penyelenggaraan Informasi dan 

Komunikasi, serta Penyelenggaraan Pemantauan. 

1. Pembinaan 

Pelaksanaan pembinaan Satker Politeknik AUP, dilakukan oleh Satuan 

Tugas (Satgas) SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Satgas 

Sekretariat BRSDM KP dan dilevel Satuan Tugas Politeknik AUP 

dengan melibatkan Inspektorat Jenderal melaui kegiatan rapat-rapat 

dan Focus Group Discussion (FGD). 

2. Focus Group Discussion 

Menyelenggarakan diskusi kelompok atau FGD dengan fasilitator 

Inspektorat Jenderal, dalam diskusi antara lain: 

➢ memandu diskusi kelompok dalam FGD; 

➢ menyiapkan materi diskusi yang diupayakan ke arah pemahaman 

atas semua unsur SPIP termasuk subunsur, butir-butir, dan hal-hal 

yang menjadi perhatian dalam diskusi; 

➢ memadu adanya keseragaman dan kesepakatan laporan kegiatan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

B. Pelaksanaan SPIP 

Untuk menjamin pencapaian tujuan, dalam menentukan obyek 

penyelenggaraan SPIP baik di tingkat organisasi dan operasional menjadi 

prioritas penyelenggaraan SPIP. Penentuan Obyek Prioritas 

Penyelenggaraan SPIP dilakukan berdasarkan hasil penilaian pemilik risiko 

di Politeknik AUP dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Etika atau nilai-nilai yang dituntut dalam melaksanakan suatu pekerjaan 

meliputi hal-hal yang boleh dan tidak boleh serta hal yang dibenarkan 

atau tidak dibenarkan; 

b. Kompetensi, yaitu kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, 

keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan 

tugas; 



c. Penataan asset sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan 

kegiatan Finansial, yaitu pengaruh kondisi finansial secara umum dalam 

kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

d. Kompetisi dalam pelaksanaan tugas dikaitkan dengan perbandingannya 

dengan kegiatan sejenis yang dilakukan oleh unit lainnya; 

e. Mencermati tingkat kompleksitas yang dihadapi dalam pelaksanaan 

kegiatan; 

f. Mencermati dampak akibat yang ditimbulkan atas suatu kegiatan 

dikaitkan dengan kinerja instansi pemerintahan secara keseluruhan; 

g. Mencermati sebaran kegiatan secara geografis atas kegiatan yang 

dilaksanakan; 

h. Mempelajari dan memahami perubahan organisasi yang dialami dalam 

hubungannya dengan efektivitas pelaksanaan kegiatan; 

i. Mempertimbangan manajemen atau dukungan manajemen 

pelaksanaan kegiatan termasuk yang dapat menjadi pertimbangan 

manajemen adalah kegiatan yang bersifat quick wins sehingga 

mendesak untuk ditingkatkan pengendaliannya; 

j. Menidaklanjuti hasil audit yang ditemukan baik oleh auditor eksternal 

maupun aparat; 

k. Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Satuan Pengawas Internal (SPI) 

Politeknik AUP; 

l. Proses penilaian yang meliputi identifikasi obyek penyelenggaraan SPIP 

dan penentuan obyek prioritasnya telah dilakukan dalam pertemuan 

yang melibatkan para pejabat di lingkungan Politeknik AUP di ruang 

rapat Politeknik AUP. Berdasarkan hasil penilaian tersebut di atas, 

kegiatan yang menjadi Obyek Prioritas pelaksanaan SPIP adalah 

sebagai berikut: 

✓ Pengendalian Rutin (Terlampir) 

✓ Pengendalian Berkala (Terlampir) 

✓ Pengendalian dengan Pendekatan Manajeman Risiko (Terlampir). 

 

A. PENGENDALIAN RUTIN 

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian rutin dilaksanakan secara 

simultan, bertahap dan berjenjang mulai dari staf pelaksana sampai 

pimpinan. Berikut rangkaian kegiatan pengendalian rutin lingkup Satker 

Politeknik AUP: 

1. Organisasi 



Dengan terbitnya Permen KP Nomor: 90/PERMEN-KP/2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan tanggal 28 

Desember 2020, bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi 

Politeknik AUP yang baru telah dilakukan sosialisasi kepada pegawai, 

sehingga pegawai mengetahui dan memahami terhadap: 

▪ tujuan organisasi; 

▪ penerapan SOP; 

▪ tugas dan fungsi pegawai. 

Politeknik AUP adalah unit kerja organisasi yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab secara teknik operasional kepada Kepala Pusat 

yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan, dan secara 

administratif kepada Sekretaris Badan yang membidangi 

pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. 

Politeknik AUP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan 

vokasi di bidang kelautan dan perikanan. 

Bagan Struktur Organisasi Politeknik AUP sebagai berikut: 

 



2. Perencanaan dan Anggaran 

Pelaksanaan terhadap perencanaan dan anggaran dilaksanakan oleh 

Unit Program dan bekerjasama dengan Penanggungjawab kegiatan, 

baik di unit-unit maupun Program Studi di Politeknik AUP untuk 

keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja 

dan anggaran dilakukan dengan membangun komitmen seluruh jajaran 

pegawai Politeknik AUP, mulai dari pimpinan sampai staf terbawah serta 

membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (Inspektorat dan 

Auditor terkait). 

 

3. Akuntansi dan Pelaporan 

Melaksanakan pembinaan dan rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi, 

penyusunan konsolidasi Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan 

secara rutin dan berkala sesuai dengan pedoman yang berlaku. 

 

4. Kinerja dan Kepegawaian 

Dalam rangka meningkatkan mutu dan kemampuan serta untuk 

memotivasi dalam bekerja, secara rutin Satker Politeknik AUP 

melakukan penetapan norma pegawai, standar, prosedur, formasi, 

pengangkatan, pengembangan kualitas SDM pegawai, pemindahan 

gaji, tunjangan kinerja, penetapan disiplin pegawai, pemberhentian, hak 

dan kewajiban lainnya. 

 

B. PENGENDALIAN BERKALA 

Hasil pengendalian berkala dari Satker Politeknik Ahli Usaha Perikanan 

adalah sebagai berikut: 

➢ SPI Sumber Daya Manusia 

Tingkat pendidikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Politeknik AUP dinilai sudah 

memadai, karena satu orang KPA dan satu orang PPK memiliki tingkat 

pendidikan pasca sarjana. Tingkat pendidikan untuk Pejabat 

Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) lingkup Satker 

Politeknik AUP memiliki tingkat pendidikan lulusan Strata 1. Hal ini 

menunjukkan bahwa PPSPM Satker Politeknik AUP memiliki kualifikasi 



pendidikan yang memadai sesuai dengan standar persyaratan. Untuk 

tingkat pendidikan Bendahara Pengeluaran Satker Politeknik AUP 

lulusan Strata 1, hal ini menunjukkan bahwa Politeknik AUP memiliki 

personil dengan kualifikasi pendidikan yang memadai sebagai 

Bendahara Pengeluaran untuk dapat melaksanakan tugas yang 

diemban, sehingga diharapkan tidak akan menjadi kendala dalam 

pelaksanaan kegiatan, namun tetap diperlukan komitmen yang kuat dari 

pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan. 

 

➢ SPI Anggaran 

Kegiatan di masing-masing Unit/Prodi sesuai dengan Bagan Akun 

Standar (BAS), standar biaya, dan standar biaya keluaran. Sehubungan 

dengan rencana kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2022, maka 

anggaran akan mengalami efisiensi. Selanjutnya dalam efisiensi 

anggaran dan tepat sasaran, telah dilakukan evaluasi dan monitoring 

kegiatan khususnya kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko dan 

mengakibatkan dampak secara langsung terhadap organisasi. 

 

➢ SPI Barang dan Jasa 

Sebagai pelaksanaan Perpres 16 Tahun 2018 jo Perpres 12 Tahun 2021 

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan surat undangan dari 

Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor: B.4124/SJ.6/TU.330/XII/2021 

Tentang Perbaikan Rencana Umum (RUP) Pengadaan Tahun 2021, 

telah ditindaklanjuti yaitu melakukan perbaikan dengan menginput 

kegiatan pengadaan barang dan jasa Satker Politeknik AUP ke dalam 

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(SIRUP) dengan alamat website: sirup.lkpp.go.id.oleh Pejabat 

Pengadaan Satker Politeknik AUP dengan pagu anggaran 

Rp.78.994.480.000,- (Tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus 

sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). 

 

➢ SPI Barang Milik Negara 

Dalam rangka melakukan inventarisasi dan penghapusan BMN Politeknik 

AUP dari tiga Satker (Jakarta, Bogor dan Serang) digabungkan menjadi 



satu Satker (Politeknik AUP) yang tersentralisasi di Jakarta. Perubahan 

paradigma baru pengelolaan asset negara/barang milik negara telah 

memunculkan optimisme baru, best practices dalam penataan dan 

pengelolaan asset negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. 

Pengelolaan asset negara yang baik dengan mengedepankan tata 

kelola yang baik (good governance), sehingga diharapkan akan 

mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari 

masyarakat/stakeholder. 

 

➢ SPI Kerugian Negara 

Pada kegiatan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan-IV tidak ada 

kerugian negara baik yang ditimbulkan oleh Bendahara, Aparatur Sipil 

Negara, bukan Bendahara, maupun pejabat lainnya. 

 

➢ SPI Penyerapan Anggaran 

Merujuk website https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/, target dan 

realisasi keuangan dan fisik Satker Politeknik AUP sampai dengan 

Triwulan-IV Tahun 2022, bahwa presentasi realisasi keuangan Satker 

Politeknik AUP per 31 Desember 2022 senilai Rp.77.975.241.885,- 

(Tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus 

empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) atau 

98,71% dari  pagu anggaran Rp.78.994.480.000,- (Tujuh puluh delapan 

milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan 

puluh ribu rupiah) dan realisasi fisiknya sebesar 100,00%. Anggaran 

Satker Politeknik AUP Tahun 2022 bersumber dari dana APBN, sampai 

dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, masih tersisa anggaran yang tidak 

terserap sebesar 1,29% atau sebesar Rp.1.019.238.115,- , dengan rincian 

Belanja Pegawai (Rp.79.477.097,-), Belanja Barang  (Rp.939.759.523,-

) dan Belanja Modal (Rp.1.495,-) yang disebabkan oleh beberapa hal 

antara lain: 

✓ Beberapa kegiatan tidak jadi dilaksanakan karena ditunda waktu 

pelaksanaannya seperti pelantikan taruna dan pengukuhan guru 

besar/professor vokasi Politeknik Ahli Usaha Perikanan; 



✓ Pemanfaatan kembali PNBP yang semula sudah dialokasikan di 

RKAKL sebesar 74% berubah menjadi 67% di akhir bulan Desember 

2022; 

✓ Mekanisme pencairan anggaran yang membutuhkan waktu yang 

cukup lama antara Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) dan 

Bendahara Pengeluaran (lokasi Jakarta, Bogor dan Serang); 

✓ Kekurangan sumber daya manusia di masing-masing Kampus 

(Jakarta, Bogor dan Serang); 

✓ Kurang terbangunnya koordinasi yang baik antara 

penanggungjawab kegiatan dan pengelola anggaran (Program, 

BPP, Unit Keuangan dan PPK); 

✓ Perencanaan anggaran untuk pemetaan kegiatan secara 

proporsional tidak maksimal, sehingga sering terjadinya revisi 

(POK/DIPA); 

✓ Penggabungan tiga Satker (Jakarta, Bogor dan Serang) tersentral di 

Jakarta menjadi satu Satker. 

 

C. PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa realisasi keuangan 

Satker Politeknik AUP pada periode 31 Desember 2022 (Triwulan-IV) 

senilai Rp.77.975.241.885,- atau 98,71% dari pagu anggaran senilai 

Rp.78.994.480.000,-. Dengan melihat kondisi permasalahan tersebut maka 

selanjutnya perlu melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan 

dan pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor risiko (risk factors) untuk 

uraian kegiatan yang memiliki risiko. Hal tersebut perlu dilakukan untuk 

menjaga dan melindungi organisasi melalui pengelolaan risiko yang 

mungkin timbul dari berbagai aktifitas serta menjaga tingkat risiko agar 

sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan. Proses penilaian untuk 

menentukan masing-masing obyek pendekatan Manajemen Risiko (MR) 

penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan memberikan skor 1-5 atas 12 

kriteria kemudian menjumlahkannya sehingga diperoleh nilai total per 

masing-masing obyek penyelenggaraan SPIP.  

  



BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

1. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini merupakan 

tindak lanjut penyelenggaraan implementasi SPIP Satker Politeknik AUP 

Triwulan-IV Tahun 2022; 

2. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SPIP ini diperlukan 

penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern yang 

dapat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan guna menciptakan tata pemerintahan yang efektif dan 

efisien (good government); 

3. Dengan implementasi SPIP pada Satker Politeknik AUP, Triwulan-IV 

Tahun 2022 telah mencapai realisasi keuangan sebesar 98,71% dan 

realisasi kegiatan/fisik sebesar 100,00%. 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan SPIP di Satker Politeknik AUP Triwulan-IV 

Tahun 2022 telah dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi masih terdapat 

beberapa kendala, hal ini disebabkan oleh: 

➢ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum dijalankan secara 

optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan; 

➢ Perencanaan anggaran untuk pemetaan kegiatan secara proporsional 

belum maksimal dan belum dilengkapi dengan penilaian risiko; 

➢ Penggabungan tiga Satker (Jakarta, Bogor dan Serang) tersentral di 

Jakarta menjadi satu Satker; 

➢ Pemahaman tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum 

optimal; 

➢ Dukungan SDM kompeten belum terpenuhi. 

 

B. SARAN 

Mengingat masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Satker Politeknik AUP Triwulan-

IV tahun 2022, maka yang perlu ditindaklanjuti segera adalah pemahaman 



bersama tentang pentingnya SPIP sebagai pengendali dalam pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran sehingga tujuan dan realisasi berdasarkan output 

kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. 
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